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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di Apotek Bagiana yang di mulai tanggal 10 Oktober – 12 

November 2016 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Seorang Apoteker wajib memiliki pengetahuan yang luas 

mengenai obat, sediaan farmasi ataupun perbekalan farmasi 

lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap 

masyarakat. 

2. Seorang Apoteker mampu menjadi seorang pemimpin, 

pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, 

pengelola, peneliti dan pembelajar seumur hidup. 

3. Seorang Apoteker dalam melakukan tugas kefarmasian 

harus mengutamakan kepentingan pasien dan menghormati 

hak asasi pasien yang dapat diwujudkan dengan memeberi 

pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada 

pasien yang  bersangkutan untuk dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien 

4. Dengan melakukan praktek kerja profesi apoteker telah 

memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan 

praktis bagi calon Apoteker dalam pengelolaan obat mulai 

dari pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, 

penyimpanan, serta pencatatan) serta memberikan 

kesempatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada 

pasien dengan memberikan komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE). 
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5.2 Saran 

Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 

telah dilaksanakan di apotek Bagiana, terdapat beberapa hal yang 

perlu disarankan yakni : 

1. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan lebih mempelajari 

mengenai obat – obatan yang berada di pasaran dari segi 

dosis, potensi, mekanisme kerja dan cara penggunaan yang 

tepat. 

2. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan lebih mempelajari 

cara berkomunikasi dengan masyarakat agar informasi yang 

diperoleh oleh masyarakat benar dan tidak disalah artikan. 

3. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA di apotek 

disarankan untuk terlebih dahulu membekali diri dengan 

pengetahuan tentang proses pengadaan obat di apotek, 

manajemen apotek, serta perundang-undangan sehingga 

dapat berperan aktif selama PKPA. 
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